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KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (0 /426 TAHON 292

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 180/83
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN ADVOKASI
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i oA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
180/83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Layanan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 tetapi terdapat perubahan personil,
maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/83 Tahun
2021 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor : 180/83 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3710);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);
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3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
180/83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Layanan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/83 Tahun 2021
tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal | S SEPTEMBER20Z/

2B8UPATI SUKOHARJO,

ETIK SURY N/l

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di

Sukoharjo;

2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di

Sukoharjo;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.




SUSUNAN TIM LAYANAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Lampiran

Nomor

Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo

. 180 /426 ThHUN 202
13 SBPTEMBER 202

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO NAMA/JABATAN/ NIP KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan,
saran dan petunjuk

2. | Kepala Kejaksaan Negeri Pengarah Memberikan arahan,
Sukoharjo saran dan petunjuk

3. | Kepala Kepolisian Resor Pengarah Memberikan arahan,
Sukoharjo saran dan petunjuk

4. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab atas
Sukoharjo jawab seiuruh pelaksanaan

kegiatan

5. | Asisten Perekonomian dan Ketua Bertanggung jawab atas
Pembangunan Sekretaris pelaksanaan kegiatan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

6. |Kepala Bagian Pengadaan Sekretaris Bertanggung jawab
Barang dan Jasa Sekretariat dibidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan

7. | Inspektur Pembantu Wilayah 2 Anggota Bertanggung jawab
pada Inspektorat Daerah sesuai dengan bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

8. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Anggota Bertanggung jawab
Usaha Negara pada Kejaksaan sesuai dengan bidang
Negeri Sukoharjo tugasnya

9. | Devika Yuniasri Anggota Bertanggung jawab
Mardhaningrum, SH sesuai dengan bidang
NIP. 19910601 201403 2 001 tugasnya
Kepala Sub Seksi Perdata pada
Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Negeri
Sukoharjo

10. | Tigana Barkah Maradona, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19890702 201502 1 002 sesuai dengan bidang
Kepala Sub Seksi tugasnya
Pertimbangan Hukum pada
Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Negeri
Sukoharjo

11. | Agnes Vira Ardian, SH, MH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19820828 200712 2 001 sesuai dengan bidang
Jaksa Fungsional pada tugasnya

Kejaksaan Negeri Sukoharjo
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12. | Kepala Sub Bagian Hukum pada Anggota Bertanggung jawab
Bagian Sumber Daya Kepolisian sesuai dengan bidang
Resor Sukoharjo tugasnya
13. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan bidang
tugasnya
14. | Kepala Bidang Sistem Informasi Anggota Bertanggung jawab
pada Dinas Komunikasi dan sesuai dengan bidang
Informatika Kabupaten Sukoharjo tugasnya
15. | Kepala Subbagian Pengelolaan Anggota Bertanggung jawab
Pengadaan Barang dan Jasa pada sesuai dengan bidang
Bagian Pengadaan Barang dan tugasnya
Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
16. | Kepala Subbagian Pembinaan Anggota Bertanggung jawab
dan Advokasi Pengadaan sesuai dengan bidang
Barang dan Jasa pada Bagian tugasnya
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
17. | Kepala Subbagian Pengelolaan Anggota Bertanggung jawab
Layanan Pengadaan Secara sesuai dengan bidang
Elektronik pada Bagian tugasnya
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
18. | Dwi Hartanto Anggota Bertanggung jawab
_| Anggota Subbagian Sarana sesuai dengan bidang
Prasarana Bagian Sumber Daya tugasnya
pada Kepolisian Resor Sukoharjo
19. | Dyah Ani Nurwijanti, SE, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19860708 201001 2 040 sesuai dengan bidang

Pelaksana Analis Kinerja pada
Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
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